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• APARATUR SIPIL NEGARA (ASN): 

profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi 
pemerintah

•PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA:
PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina
kepegawaian (PPK) dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

MANAJEMEN ASN

pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional,
memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari
praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

APARATUR SIPIL NEGARA 



RENCANA AKSI PENINGKATAN PROFESIONALISME PNS

Program Percepatan
Reformasi Birokrasi

RENCANA AKSI

Identifikasi jabatan fungsional

Identifikasi output jabatan
fungsional

PROGRAM

Penyusunan standar
kompetensi

Profesionalisasi
PNS

Pengelolaan kinerja jabatan
fungsional

Penyesuaian tunjangan jabatan
fungsional

h. Penguatan Jabatan Fungsional

g. Pengukuran Kinerja Individu

f. Mutasi dan Rotasi sesuai kompetensi  
Secara perodik

e. Sertifikasi kompetensi profesi

d. Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai
Negeri

c. Sistem Nasional Diklat PNS berbasis
kompetensi

b. Peningkatan kemampuan PNS 
berbasis kompetensi (Diklat)

a. Penetapan standar kompetensi jabatan
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REFORMASI 10 ASPEK MANAJEMEN ASN

 Menggunakan ANJAB dan ABK 
 Penyusunan kebutuhan untuk 5 Tahun
 e-formation

PENETAPAN 
KEBUTUHAN 

 Berdasarkan kualifikasi, kinerja dan kompetensi
 Perencanaan suksesi dan talent pool
 Seleksi yang objektif  untuk menduduki jabatan (open 

recruitment unt JPT)
 Diklat merupakan hak

PENGEMBANGAN

 Berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (target vs realisasi)
 Penilaian 3600 (diri sendiri, atasan lansung, teman sekerja, 

bawahan)

PENILAIAN 
KINERJA

 Sistem registrasi On-line dlm penerimaan ASN
 Seleksi menggunakan CAT

PENGADAAN

Penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai ASN untuk 
melindungi kepentingan negara dan masyarakat

DISIPLIN
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MANAJEMEN ASN (Lanjutan)

 Berdasarkan beban kerja, tanggung jawab dan resiko 
pekerjaan

 Tunjangan berbasis kinerja individu setiap tahun
 Tingkat kemahalan sesuai indeks wilayah

PENGGAJIAN DAN 
TUNJANGAN

• Memberikan perlindungan tambahan diatas Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (perlindungan dasar)

• Bantuan HK
PERLINDUNGAN

Perbaikan sistem pembayaran dari sistem pay as you go 
menjadi semangatnya fully funded (dana pensiun)

JAMINAN 
PENSIUN DAN 

JAMINAN HARI 
TUA

Pemberhentian karena tidak mencapai kinerja PEMBERHENTIAN7
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Diberikan berdasarkan pencapaian kinerjaPENGHARGAAN6
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1. pelaksana kebijakan publik;

2. pelayan publik; dan

3. perekat dan pemersatu bangsa

FUNGSI PEGAWAI ASN

Sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas:

1. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan

2. pelaksana pembangunan nasional melalui Yanlik

yang profesional, 

3. bebas dari intervensi politik, 

4. bersih dari praktik KKN (korupsi, kolusi, dan

nepotisme).

PERAN PEGAWAI ASN:



PENILAIAN KINERJA DAN DISIPLIN

Menjamin objektivitas pembinaan PNS yang 
didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier

Berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat
individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan
Memperhatikan target, capaian, hasil, manfaat
yang dicapai, dan perilaku PNS

Dilakukan secara obyektif, terukur, akuntabel, 
partisipatif, dan transparan

Menjamin terpeliharanya tata tertib dalam
kelancaran pelaksanaan tugas

Pelanggaran disiplin dijatuhin hukuman disiplin
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Definisi

Disiplin PNS:

Kesanggupan PNS untuk menaati

kewajiban dan menghindari larangan

yang ditentukan dalam peraturan

perundang-undangan dan/atau peraturan

kedinasan yang apabila tidak ditaati atau

dilanggar dijatuhi hukuman disiplin
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Pelanggaran Disiplin:

Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan

PNS yang tidak menaati kewajiban

dan/atau melanggar larangan ketentuan

disiplin PNS, baik yang dilakukan di

dalam maupun di luar jam kerja.
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Hukuman Disiplin:

Hukuman yang dijatuhkan kepada PNS

karena melanggar larangan peraturan

disiplin PNS.
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PENGHARGAAN 

• Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada PNS berdasarkan pada penilaian 
kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas jabatannya

• Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi diberikan kepada PNS 
yang mempunyai nilai prestasi kerja yang sangat baik, memiliki dedikasi dan 
loyalitas yang tinggi pada organisasi

Penghargaan berupa :
a. Tanda Kehormatan
b. Kenaikan pangkat istimewa
c. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi
d. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan

Didasarkan atas kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan
prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya
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PEMBERHENTIAN

• Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri

• Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia 
Pensiun; Perampingan Organisasi Pemerintah; 
Tidak Cakap Jasmani atau Rohani; Meninggal 
Dunia, Tewas, atau Hilang; Melakukan Tindak 
Pidana/Penyelewengan; Pelanggaran Disiplin; 
Mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Pejabat 
Negara; Menjadi Anggota dan/atau Pengurus 
Partai Politik; Tidak Memenuhi Target Kinerja; 
Tidak Menjabat Lagi Sebagai Pejabat Negara; Hal-
hal Lain.

• Presiden atau PPK sesuai dengan kewenangannya dalam menetapkan pemberhentian PNS 
terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala BKN.

• Presiden atau Pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kewenangannya menetapkan 
pemberhentian sementara PNS.

• PNS yang diberhentikan dengan hormat, atau diberhentikan dengan hormat tidak atas 
permintaan sendiri sebagai PNS, diberikan hak kepegawaian yang terdiri atas Jaminan 
pensiun dan Jaminan hari tua.
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PEMBERHENTIAN SEMENTARA

• DIANGKAT MENJADI 
PEJABAT NEGARA

• DIANGKAT MENJADI 
KOMISIONER/ANGGOTA LNS

• DITAHAN KARENA MENJADI 
TERSANGKA TINDAK PIDANA
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TERIMA KASIH
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